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1.1 Latar Belakang
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

greh tersebut maka
diiringi deRge : Edplah Pusat kepada
Pemerintakh roRa- el OO onsentrasi yang
. Pusat kepada
Pemerintah DeeteHigl arpifagle fenoasaian. LaditT Peerintah di Daerah.
Oleh karena itu Anggaran o.\ ahdat : :: = anja Daerah (APBD) yang merupakan
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dibuat guna terselenggaranya kegiatan
Pemerintahan di Daerah (UU No. 33 Tahun 2004). APBD tersebut terdiri dari

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.



Sumber penerimaan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan No. 32 Tahun 2004 dan telah direvis menjadi UU No. 23 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, juga Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari
Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari:
Pendapatan Adi Daerah (PAD) Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana

Alokass Umum dan Dana Alokast but juga Dana Transfer yang

Provins guna

penyel enggfraa endagatan. Sedangkan

Pembiaya i per Oah.a Jagrah, Penerimaan
Pinjaman ekayaan Daerah
yang dipi an Daerah yang
diakui seljagai e ~ _ anggaran yang
bersangk

dari daerah itu
sendiri daerah. Daerah
diberikan @ra lain berupa:
kepastian =; : urusan pemerintah
yang diserahka m“. : ; _ : A SOtHRakan paak dan retribus

daerah dan hak untuk mendapkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional
yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan
daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-
sumber pembiayaan. Dengan prinsp uang mengikuti fungs (money follows
function). Konsep tersebut merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus

pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta



memberikan dampak langsung bagi masyarakat (https://kemenkeu.go.id). PAD

tersebut terdiri dari hasil pajak daerah, hasl retribus daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan daerah tersebut bersifat umum dan
menyeluruh bagi seluruh kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. Beberapa

diantara penerimaan daerah tersebut bersifat khusus yaitu Dana Alokas Khusus

dialokasiK pantu  mendanai
loritas nasional,
pelayanan dasar
rong percepatan
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Pen i 3 SUumatera Barat sgja,

dimana telah terfaghheliet g _ : u- ;r oleh beberapa daerah

diantaranya Kabupaten Kepulauan Mtawai pemekaran dari Kabupaten Padang
Pariaman (4 Oktober 1999), Kota Pariaman pemekaran dari Kabupaten Padang
Pariaman (10 April 2002), Kabupaten Pasaman Barat pemekaran dari Kabupaten
Pasman (18 Desember 2003). Kabupaten Dharmasraya pemekaran dari Kabupaten
Sawahlunto Sijunjung ( 18 Desember 2003), dan Kabupaten Solok Selatan

pemekaran dari Kabupaten Solok (18 Desember 2003). Akhram (2020). Daerah



Pemekaran tersebut akan dianaliss berdasarkan Keefektifaannya terhadap
Pendapatan Adli Daerah masing-masing selama5 Tahun dari periode Tahun 2015-
2019.

Daam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah
pemekaran tersebut, terkhususnya PAD peran serta Pemerintah Daerah sangat

diperlukan guna terselenggaranya Pemerintahan yang balk di daerah pemekeran

tersebut dapat

terhadap pajak

daerah d i 2., Sal ¢ “signlifikan  terhadap
| | usa terhadap
ovins Sumatera
efektifitas dan

mum terhadap

S0 dalam mengukur

efektifitas peftlapstdh o , e Eentialisas Fiskal untuk
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mengetahui  kemampuan d pémel eran dalammeningkatkan PAD guna
membiayai pembangunan, 2. Rasio efektivitas pajak untuk mengetahui seberapa
efektif pgak yang diredlisaskan dari daerah pemekaran tersebut, dan 3. Rasio
kontribus paak, untuk mengetahui seberapa besar kontribus paak yang

disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD wilayah pemekaran. Penulis



juga melakukan analisis menggunakan tabel perbandingan serta diagram pengukuran
guna mengetahui perkembangan dari realisas dan anggaran yang ditetapkan oleh
Daerah Pemekaran terhadap Total Pendapatan Daerah. Sehingga judul dari skripsi ini
adalah “ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAERAH
PEMEKARAN DI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 -

2019”.

daerah-daerah pemekaran yang ada di Sumatera Barat?

2. Untuk mengetahui seberapa besar dergjat efektivitas pajak pada daerah-daerah
pemekaran yang ada di Sumatera Barat?
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribus paak pada daerah-daerah

pemekaran yang ada di Sumatera Barat?



1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manafaat Akademis
Penelitian ini diharapkan menambah wawasan peneliti dan pembaca
mengenai Pendapatan Adi Daerah dan juga diharapkan dapat memberikan

referens bagi peneliti-peret
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BAB |1 LANDASAN TEORI
Bab ini merupakan Landasan mengenai konsep dari penelitian
ini. Beris Peraturan-peraturan serta Undang- undang yang
mendukung penelitian ini, juga literatur dan konsep teoritis

yang mendasari penelitian ini



BAB |11 METODOLOGI PENELITIAN
Beris tentang metode yang digunakan dalam melakukan
penelitian, mulai dari Desain Penelitian, Variabel Penelitian,
Jenis dan Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan data
serta Metode Analisis yang digunakan.
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